BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Menimbang :

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;

bahwa ketentuan tugas pengelolaan keuangan desa dalam
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu dilakukan penyesuaian
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan menteri Dalam Negeri
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
yang menyatakan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu
ditambahkan ketentuan yang mengatur tentang besaran (nilai)
honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan besaran (nilai)
honorarium Tenaga Ahli untuk perencanaan kegiatan
swakelola;



Mengingat

10.
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3833);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39595)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 157);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Parang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13
Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 12);

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 4);
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 28
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2012 Nomor 28);

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (9)
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 5

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK.
TPK dibentuk setelah Kepala Desa membuat dan menetapkan RPBJD.

RPBJD sebagaimana dimaksud Ayat (2) disusun oleh Kepala Desa selaku
pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya tercantum
metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola
maupun melalui penyedia barang/jasa dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.

Susunan keanggotaan TPK ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan
sekurang-kurangnya terdiri atas:

Ketua, adalah berasal dari unsur Perangkat Desa;

Sekretaris, adalah unsur yang berasal dari Aparatur Desa atau dari
unsure Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Tiga orang anggota yang berasal dari unsur aparatur desa dan/atau
Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
adalah diutamakan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan dan/atau
Kepala Urusan lainnya yang dianggap mampu dan memiliki kompetensi
dalam pengadaan Barang/Jasa.

Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat
(5) dapat berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan organisasi lainnya yang
memiliki kompentensi dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa
setempat.

(8) TPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) melaksanakan kegiatan

pengadaan barang/jasa untuk belanja modal yang dapat dilakukan baik
melalui swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

(9) TPK berhak menerima honorarium sebesar maksimum 3 % (tiga

perseratus) dari nilai pekerjaan.
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2. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 14
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:
a. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
b. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan/material.

c. Gambar rencana kerja sederhana untuk pekerjaan konstruksi yang
beresiko kecil dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah).

d. Gambar rencana kerja konstruksi bersifat teknis.

(2) Pelaksanaan kegiatan swakelola dapat dilakukan dengan Surat Perjanjian
tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan sebagai berikut:

a. Tenaga ahli;
b. Peralatan;
c. Barang/bahan material.

(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPK dapat
meminta Kepala Desa untuk menunjuk tenaga ahli yang dianggap mampu
membuat dan menyusun perencanaan pekerjaan konstruksi yang
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diberikan honorarium
sebesar maksimum 2 % (dua perseratus) dari nilai pekerjaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Juli 2015

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Juli 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 14.



